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EJARAH mencatat, Bangsa

Indonesia yang plural,  memiliki

komitmen yang kuat dalam mewu-

judkan kerukunan umat beragama. Dasar ne-

gara Pancasila dan semboyan ‘Bhinneka

Tunggal Ika’, menjadi modal penting dalam

mewujudkan kerukunan di tengah pluralitas

yang ada. Sejarah juga mencatat bagaimana

kebesaran jiwa tokoh Islam yang rela meng-

hapus tujuh kata  dari sila pertama dalam pi-

agam Jakarta demi persatuan dan kesatuan

bangsa. 

Awalnya sila pertama Pancasila dalam kon-

sep piagam Jakarta berbunyi : Ketuhanan de-

ngan kewajiban menjalankan syari’ at Islam

bagi pemeluk-pemeluknya.  Setelah tujuh kata

tersebut dihapus, maka  sila pertama Panca-

sila menjadi, Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut Alamsyah Ratu Perwiranegara,

kerelaan tokoh-tokoh Islam menghapaus tu-

juh kata dalam sila pertama Pancasila adalah

merupakan sumbangan luar biasa dalam

mewujudkan kokohnya persatuan bangsa.

Potensi Konflik

Namun sejarah juga mencatat, setelah 71

tahun Indonesia merdeka masih ada potensi-

potensi konflik yang mengusik kerukunan di

tengah masyarakat. Intoleransi antarumat

beragama masih terus terjadi di berbagai dae-

rah karena berbagai alasan. Bahkan intoler-

ansi tersebut sampai pada kebencian yang

mendalam dan bahkan perusakan tempat

ibadah. Konflik umat beragama yang terjadi

di Ambon, Poso, Sampit, Tolikara (Papua),

hingga penistaan agama menjadi kegaduhan

luar biasa yang menyedot energi bangsa ini. 

Sejatinya masyarakat Indonesia yang plu-

ral selalu  mendambakan kerukunan,

kedamaian, toleransi dan saling   menghargai.

Toleransi tidak hanya sekadar retorika, na-

mun sudah teraktualisasi dalam kehidupan

sehari-hari. Di berbagai daerah di Nusantara,

hubungan umat beragama telah lama terjalin

dengan harmonis dan toleran. Bahkan budaya

gotong royong yang begitu kuat di masyarakat

telah mampu merajut tali toleransi. 

Multikultural merupakan istilah yang

memerlukan penjelasan teoretis tentang

bagaimana suatu kehidupan yang rukun da-

lam suatu masyarakat majemuk dapat terwu-

jud. Kalangan ilmuan sosial mengajukan be-

berapa pandangan.  Menurut Gerald A Ar-

buckle, kehidupan multikultural bukan meru-

pakan suatu perintah melainkan tumbuh dari

kesadaran. Dalam definisi tersebut Arbuckle

juga menolak adanya anggapan bahwa multi-

kulturalisme merupakan penemuan dari be-

berapa orang ahli. 

Dua hal yang ditolaknya, perintah dan ide

beberapa ilmuwan, mengakibatkan pandang-

an bahwa multikulturalisme merupakan ge-

rakan dari bawah dan melibatkan semua

lapisan masyarakat. Di mata Arbuckle,  multi-

kulturalisme dengan demikian merupakan

bentuk inkulturasi karena budaya dengan

cepat berubah sendiri dan membentuk sesu-

atu yang baru. Perubahan terjadi karena

keterlibatan semua komponen dalam struktur

yang berperan, sehingga bentuk kehidupan

multikultural terwujud.

Interaksi

Sementara itu Francis Fukuyama menye-

butkan bahwa social capital

adalah eksistensi seperangkat

tata nilai atau norma yang di-

sepakati dan diterapkan ber-

sama antaranggota kelompok

yang memungkinkan terjadi-

nya kerja sama. Apabila anggo-

ta suatu kelompok masyarakat

mengharapkan anggota kelom-

pok lain berperilaku seperti

yang dilakukan maka harus

ada sikap saling percaya satu

sama lain. Secara lebih gam-

blang dijelaskan Putnam (da-

lam Fukuyama, 1999) bahwa

social capital mengacu pada col-

lective values of all social net-

works.

Bagi Fukuyama social capital sangat

berperan dalam proses interaksi yang didasari

dan akhirnya mengarah pada suatu bentuk

multikulturalisme. Seperti halnya Arbuckle,

Fukuyama mengakui bahwa manusia dengan

sadar akan menggunakan social capital-nya

menuju suatu bentuk struktur sosial yang

lebih baik didasarkan pada nilai-nilai dan nor-

ma sosial yang disepakati mereka. Perangkat

dinamis dari semua nilai dan norma sosial ini

mencerminkan kondisi kehidupan multikul-

tural.

Bagi Bangsa Indonesia,  pluralitas baik dari

aspek agama, budaya, aliran, etnis dan lain-

lain, bisa menjadi potensi kerukunan dan juga

bisa menjadi potensi konflik. Manakala per-

soalan pluralitas ini dikelola dengan baik,

akan bisa menjadi potensi kerukunan.

Sebaliknya manakala persoalan pluralitas ini

tidak dikelola dengan baik, akan bisa menjadi

potensi keresahan dan konflik yang mele-

lahkan di tengah masyarakat. Di sinilah dibu-

tuhkan pendekatan dialog yang baik, agar

bisa memberi kesejukan bagi umat, sehingga

bisa  memperkokoh keutuhan dan persatuan

bangsa. ❑ - g

*) Dr  Hamdan Daulay MA, 

Dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Merajut Kembali Toleransi
Hamdan Daulay

‘ Gunungan’ Sedekah Raja untuk masyarakat.

-- Semoga Raja selalu kaberkahan.

***

Kapolri: pengamanan Natal, Densus ‘all out’ .

-- Damai di hati, damai di bumi.

***

RI-India sepakat investasi farmasi, TI dan otomotif.

-- Lha, film Bollywood dan sinetron?

AKSI nglithih kembali terjadi

Senin (12/12), 7 siswa SMAswasta di

Yogyakarta tertebas pedang oleh

sekelompok orang bercadar di

kawasan jalan Imogiri. Belum ada

keterangan baku soal kata nglithih

(Bhs Jawa).  Ini idiom yang sangat

‘lokal’ . Besar kemungkinan kata ter-

sebut termasuk frasa yang sulit

dideskripsikan. Sulit dicari padanan

dalam Bahasa Indonesia atau

bahasa asing.  Para pakar Bahasa

Jawa menjabarkan nglithih sebagai

aktivitas keluar rumah untuk berbu-

ru makanan saat malam hari (di

warung luar rumah). Sekaligus san-

ja (gaul, ngobrol) dengan tetangga. 

Namun kini,  nglithih berubah

makna: semacam gang, tim atau

grup yang siap  tawuran.  Tak lagi

malam hari. Bahkan demonstratif

siang hari sepulang sekolah berputar

keliling mengendarai motor  mencari

’mangsa’ dari murid sekolah yang di-

anggap rival. Tragisnya, mereka da-

pat melakukan kekerasan tanpa se-

bab riil. Perilaku hantam krama,

asal babat, tawur keroyokan - itulah

yang sangat meresahkan masyara-

kat. Khususnya,  para orangtua yang

memiliki anak remaja. 

Jika beberapa tahun lalu,

Yogyakarta juga dilanda fenomena

perkelahian pelajar yang masih

bersifat kenakalan pelajar. Ketika

perkelahian menjadi  tawuran pela-

jar, para pakar psikologi pendidikan

mengatakan meningkatnya  kualitas

dengan penggunaan benda-benda ta-

jam seperti pisau, belati, gir sepeda,

rantai untuk mencederai lawan. Kini

menjadi nglithih yang jika melihat

bobot dampak sebagai akibat aktivi-

tas itu,  merupakan ‘dosis tinggi’ dari

perkelahian dan tawuran. 

Kualitas aksi nglithih yang meng-

gunakan alat-alat yang dapat

melukai, merusak, mencederai

bahkan menewaskan - juga melihat

betapa ringan hati memukul,

menendang, menggebuk, melukai

orang lain - bahkan seolah puas jika

melihat darah atau lawan sekarat -

timbul pertanyaan: apa yang sedang

terproses dalam psikologis mereka?

Kompleksitas perilaku agresif mere-

ka, mendesak perlu dibahas, kajian

dan solusi yang mendesak.  Kembali

ada upaya mendefinisikan dan

rekonstruksi tentang berbagai varia-

bel seperti kondisi orangtua, ling-

kungan tinggal, dan  atmosfer se-

kolah. 

Sekalipun para pelaku dan korban

masih berstatus pelajar atau bekas

pelajar, tak relevan lagi jika nglithih

hanya  persoalan dunia pendidikan.

Tiga tiang utama: orangtua, sekolah

dan lingkungan - harus diper-

tanyakan: manakah tiang yang kini

pincang, sehingga tak lagi imbang

menopang kognisi, afeksi dan perila-

ku peserta didik. Tiga tiang pen-

didikan itu, bukanlah  dunia yang

terpisah. Tetapi ibarat pohon,

tangkai dan daun. Atau, ibarat ikan

dan air. 

Untuk antisipasi dan solusi perila-

ku anak-anak yang makin meng-

khawatirkan, perlu pemikiran baru

yang kooperatif antara tiga tiang

pendidikan tersebut. Selanjutnya,

implementasi operasional yang tegas

harus dibakukan.  Secara umum,

perlu kesadaran dari khalayak de-

wasa untuk berperilaku santun dan

jauh dari kekerasan - sebab semua

perilaku dapat menjadi model bagi

kalangan remaja. Apalagi media

sosial berkembang bebas nilai dan

media konvensional, semakin jauh

dari fungsi informasi akurat   dan

mendidik.

Secara spesifik, Yogyakarta harus

bebas dari tindak kekerasan dalam

bentuk apa pun. Seperti ditegaskan

Gubernur DIY Sri Sultan HB X da-

lam apel Forum Tiga Pilar (Sabtu

10/12) di hadapan Babinkamtibmas

dan Babinsa. Bahwa masyarakat di-

minta ikut menjaga keamanan dan

ketertiban lingkungan. Jika ada

kelompok yang  potensial menggang-

gu ketertiban harus segera dila-

porkan. Tindak tegas pelaku

nglithih. ❑ - g
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ÔNglithihÕ Harus Ditindak Tegas K
EPOLISIAN Daerah (Polda) Metro

Jaya DKI Jakarta telah menangkap

11 orang aktivis kritis yang diduga

akan melakukan tindakan makar. (Kedaulatan

Rakyat, 3/12). Penangkapan 11 orang tokoh kritis

ini - kini sebagian sudah dilepas -- sempat menja-

di tranding topic di media sosial dan memantik

perdebatan hangat di tengah masyarakat. 

Pada umumnya publik mempertanyakan ten-

tang kebenaran akan fakta adanya tindakan

makar. Namun juga  menggugat tentang kegan-

jilan (anomali) demokrasi yang mensyaratkan

adanya kebebasan warga negara untuk

berserikat dan berpendapat secara kritis di-

jamin oleh Pasal 28 UUD 1945. 

Makar merupakan istilah hukum yang di-

adopsi di dalam KUHP yang antara lain dinya-

takan melalui Pasal 87 yang mensyaratkan

makar dengan adanya perbuatan permulaan

pelaksanaan; Pasal 104 (membunuh, merampas

kemerdekaan, meniadakan kemampuan presi-

den dan wapres memerintah); Pasal 106

(memisahkan diri dari wilayah negara Indo-

nesia); dan Pasal 107 (menggulingkan pemerin-

tah). Konstruksi ketentuan makar dalam ke-

empat pasal ini menegaskan, bahwa makar

adalah kegiatan politik yang terorganisasi yang

melibatkan sejumlah kalangan dengan paksaan,

kekerasan, bahkan membunuh agar suatu da-

pat memisahkan diri dari NKRI dan menggu-

lingkan kekuasaan politik pemerintahan yang

telah berkuasa secara sah dengan paksa.

Asumsi Politik

Karena itu makar merupakan tindakan poli-

tik yang berakibat pada pelanggaran terhadap

hukum pidana. Pembuktian kebenaran akan

tindakan makar juga harus berdasarkan kon-

struksi Pasal 184 KUHAP. Tidak boleh berda-

sarkan asumsi-asumsi politik karena makar

adalah tindakan hukum yang dikategorikan se-

bagai kejahatan terhadap keamanan dan kese-

lamatan negara yang sah.

Makar ini identik dengan kudeta yang  meru-

pakan tindakan politik  perubahan cepat,

radikal, menyeluruh dan berjangka pendek, de-

ngan menyingkirkan seluruh sistem bernegara

lama untuk digantikan dengan sistem berne-

gara yang baru. Makar identik dengan kudeta

yang acap kali disertai dengan  kekerasan dan

korban yang banyak diakibatkan oleh situasi

anomie yakni sebuah situasi kekosongan sistem,

karena sistem lama telah hilang karena revolu-

si, namun sistem baru belum ditemukan secara

mapan. Situasi ini acapkali mendorong lahirnya

ketidakpastian politik dan dalam situasi yang

transisi dari era lama menuju era baru. 

Menurut Thomas H Greene (1974)  sejak

tahun 1960-an makar yang berhasil menggu-

lingkan pemerintah hanya dapat melalui jalan

revolusi sebagai perubahan yang relatif men-

dadak dan signifikan. Adapun elemen-elemen

dasar revolusi politik adalah, adanya (1)

pemimpin progresif baik individu maupun

kolektif; (2) adanya partai progresif yang mam-

pu menjalani peran sebagai partai pelopor

(avant garde), (3) adanya elemen ideologi; (4)

adanya metode dan perangkat aksi dan dukung-

an eksternal. 

Elemen ‘Cyber’

Karena itu,  tindakan makar sepanjang

memenuhi prasyarat ini besar kemungkinan

akan berhasil menggantikan pemerintah yang

sah. Jika tak dapat memenuhi persyaratan ini

kecil kemungkinan akan berhasil. Jika merujuk

pada situasi politik mutakhir akhir-akhir ini je-

las tak terjadi. Itulah sebabnya dugaan tindakan

makar pada 11 orang tokoh kritis yang ditang-

kap Polda Metro Jaya ini perlu dibuktikan se-

cara hukum kebenarannya. 

Di era demokrasi berbasis internet  ini sesung-

guhnya semua tindakan warga negara dapat di-

pantau melalui elemen-elemen cyber dan akun-

tabilitas setiap kegiatan politik warga negara

atau sekelompok warga negara dapat dikontrol

oleh publik. Jadi dugaan tindakan makar oleh 11

tokoh kritis ini harusnya di baca dalam dua kon-

teks: Pertama, mungkin saja kegiatan politiknya

selama ini hanyalah merupakan bentuk kritik

keras terhadap pemerintahan yang sah. Kedua,

tak menutup kemungkinan pula bahwa kegiat-

an politiknya selama ini hanyalah merupakan

tindakan provokatif yang berpotensi menebar

kebencian terhadap pemerintah melalui media

sosial. Keduanya tak dapat dikategorikan seba-

gai tindak pidana kejahatan makar. ❑ - g

*) Dr Agus Riewanto SH MA

Pengajar Fakultas Hukum dan Pascasarjana

Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret

Surakarta. 
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DALAM waktu relatif singkat, di

tahun 2016 telah terjadi gempa de-

ngan skala sedang/besar di New

Zealand, Jepang, Kepulauan So-

lomon, beberapa wilayah di Indo-

nesia dan negara lain.

Kemudian yang membuat terkejut

adalah terjadinya gempa Aceh, Rabu,

7 Desember 2016 pagi, dan beberapa

hari kemudian masih ada gempa lagi

yang terjadi di San Fransisco dan di

Hutubi Tiongkok.

Kejadian gempa ini harus membu-

at sadar bahwa kita memang tinggal

di wilayah rawan gempa (baca Ana-

lisis KR tentang gempa yang disam-

paikan oleh Prof Sarwidi, KR, 8/12-16

dan Dr Jaya Murjaya, KR, 9/12-16).

Siapapun tidak mungkin dapat

mencegah terjadinya gempa, tapi

masih mungkin untuk membuat 'ba-

ngunan tahan gempa’. Membuat ba-

ngunan tahan gempa adalah usaha

untuk melindungi penghuni dari ke-

runtuhan bangunan akibat gempa.

Beberapa langkah praktis untuk

membuat bangunan tahan gempa

yaitu pertama, buatlah perencanaan

bangunan dan perancangan struktur

yang mengacu pada peraturan ba-

ngunan yang berlaku (SNI Beban,

SNI Beton, SNI Baja, SNI Gempa).

Ini berlaku untuk bangunan

kecil/sederhana (non engineered

structure) maupun bangunan besar/-

bertingkat (engineered structure).

Kedua, sebelum pembangunan

uruslah IMBB/IMB. Perencanaan

dan perancangan bangunan yang su-

dah dibuat akan diperiksa/dievaluasi

oleh tim ahli struktur yang ada da-

lam Dinas Perizinan masing-masing

daerah (Pemkot/Pemda). Apabila di-

jumpai adanya perencanaan/pe-

rancangan yang  tidak/belum me-

menuhi syarat teknis bangunan

tahan gempa, tentu akan diberitahu

agar diperbaiki keandalan struk-

turnya.

Ketiga, kerjakan pembangunan

yang baik dan benar secara teknis

dengan kualitas bahan yang bermu-

tu dan memenuhi syarat tahan gem-

pa (Prof Sarwidi beberapa kali mem-

beri pelatihan kepada mandor ba-

ngunan tentang pelaksanaan dan de-

tailing bangunan tahan gempa).

Keempat, untuk mencegah pe-

nyimpangan pembangunan dari ren-

cana bangunan yang diajukan dalam

IMBB/IMB, Pemkot/Pemda masih

mewajibkan warga yang setelah sele-

sai membangun untuk mengurus

Sertifikasi Laik Fungsi ( SLF). Untuk

diketahui saja bahwa pembangunan

yang menyimpang dari IMBB/IMB

dan atau salah dalam pelaksanaan

dapat membahayakan bangunan mi-

liknya dari efek gempa.

Himpunan Ahli Konstruksi Indo-

nesia (HAKI) Komda Yogyakarta

memberi konsultasi gratis tentang

bangunan tahan gempa, baik yang

sudah eksis, sedang dibangun mau-

pun yang masih dalam tahap peren-

canaan. HAKI juga rutin setiap ta-

hun menyelenggarakan seminar/-

shortcourse tentang gempa. Ke-

giatan ini untuk selalu mengingat-

kan kepada pelaku jasa konstruksi

dan pengguna jasa konstruksi akan

adanya bahaya gempa yang suatu

saat dapat saja melanda bangunan

miliknya. ❑ - g

Ir Benny Puspantoro MSc A-Ut

An Pengurus HAKI Komda

Yogyakarta

HP: 08164221748/087808784869.

Pertemuan Anggota 'Sekar Jagad'

Bangunan Tahan Gempa

Hukum Makar di Negara Demokrasi

PAGUYUBAN Pesona Batik

Indonesia 'Sekar Jagad' bekerja sama

dengan Royal Ambarrukmo Yogya-

karta akan mengadakan pertemuan

rutin anggota bulan Desember 2016

yang diisi pameran batik, bazar batik

hasil kegiatan pelatihan anggota Se-

kar Jagad dan jogedan, Sabtu, 17

Desember 2016, pukul 09.00 sampai

selesai di Pendapa Royal Ambarruk-

mo, Jl Adi Sucipto No 81 Yogyakarta.

Sehubungan dengan hal tersebut

di atas, diharapkan seluruh anggota

hadir dan bagi yang belum menerima

undangan, pengumuman ini berlaku

sebagai undangan. ❑ - g

Dra Murtiningsih W

An Pengurus.


